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ABSTRAK 
 
APRILIANA SAFITRI. E 0004008. STUDI TENTANG PELAKSANAAN 
PEMERIKSAAN PRAPERADILAN BERKAITAN DENGAN MASALAH 
PENAHANAN BAGI TERSANGKA TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI 
PENGADILAN NEGERI WONOSARI. FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pemeriksaan 
perkara praperadilan yang diajukan di Pengadilan Negeri Wonosari, bagaimana 
implikasi putusan hakim terhadap praperadilan tersebut bagi tersangka, serta 
kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian praperadilan di Pengadilan 
Negeri Wonosari. 
Penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan jenis penelitian 
deskriptif, lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Wonosari, teknik pengumpulan 
data dengan wawancara dan studi terhadap berkas perkara yang telah in kracht 
van gewisde, perundang-undangan serta buku-buku yang berhubungan dengan 
masalah yang diteliti. Data yang diperoleh disusun dalam bentuk analisa data 
kualitatif..Adapun prosesnya analisis data dengan menggunakan tiga komponen 
yang terdiri dari reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan yang 
aktifitasnya berbentuk interaksi dengan proses pengumpulan data sebagai proses 
siklus antara tahap-tahap tersebut. 
Melalui hasil kajian dapat diketahui bahwa proses pelaksanaan 
pemeriksaan praperadilan di Pengadilan Negeri Wonosari tidak menyimpang dari 
ketentuan yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Putusan Hakim dapat memberikan 
implikasi terhadap tersangka. Dengan putusan dinyatakan gugur maka tersangka 
tetap berada dalam tahanan. Dalam pemeriksaan praperadilan tidak ada kendala 
yang berarti karena hakim dianggap tahu hukumnya ( ius curia novit ).    
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Pada dasarnya penegakan hukum merupakan upaya yang secara sengaja 
dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menciptakan keadilan 
dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal itu 
telah sesuai dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia yaitu untuk mencapai 
suatu kedaan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara merata baik 
materiil maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila dan UUD1945.. Oleh 
karena itu, Indonesia sebagai Negara hukum telah menjamin segala warga 
negaranya bersamaaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan 
wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 
Adapun ciri-ciri dari Negara hukum menurut Nicongani antara lain 
meliputi: 
1.  Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung   
persamaaan dalam bidang politik, hukum, social, ekonomi, dan kebudayaan. 
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh 
sesuatu kekuasaan atau kekuasaan apaun juga 
3. Legalitas dalam arti dan segala bentuknya (Nicongani, 1984 : 1). 
Indonesia sebagai Negara hukum yang menganut adanya sistem hukum 
nasional, diharapkan dapat menjamin adanya kepastian hukum bagi semua warga 
negaranya maka harus mengadakan kodifikasi dan unifikasi hukum. Adapun salah 
satu hasil yang telah dicapai dalam peningkatan dan penyempurnaan hukum 
nasional adalah dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi 
hukum acara pidana yaitu dengan terbentuknya Undang-undang No. 8 Tahun 
1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana. 
     Sebelum berlakunya KUHAP, di Indonesia masih menganut HIR 
yang merupakan peninggalan pemerintahan Belanda. Namun, ketentuan yang 
1 
tercantum di dalam HIR tersebut ternyata belum memberikan jaminan dan 
perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap harkat dan 
martabat manusia sesuai dengan prinsip Negara Hukum. 
Adapun tujuan diadakannya kodifikasi Hukum Acara Pidana adalah agar 
masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan 
pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan 
wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan 
terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, serta kepastian hukum demi 
terselenggaranya Negara hukum sesuai UUD 1945. Dari tujuan tersebut diatas, 
maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP tidak hanya mengatur dasar hukum bagi 
para penegak hukum dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam 
menegakkan keadilan saja, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap subyek 
hukum dalam memperjuangkan hak-haknya sesuai harkat dan martabat manusia. 
Tersangka atau terdakwa yang juga dapat dikatakan sebagai subyek 
hukum, juga harus mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sebesar-
besarnya atas segala hak-hak yang dimiliki olehnya. Berdasarkan pada prinsip 
asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocence) maka hukum acara pidana 
tidak lagi memandang tersangka atau terdakwa sebagai obyek hukum tetapi 
sebagai subyek hukum. Hal ini tercermin dengan adanya jaminan perlindungan 
hak-hak tersangka atau terdakwa yang tercantum secara tegas dalam Pasal-pasal 
dalam KUHAP dan telah sesuai tujuan hukum acara pidana itu sendiri, yaitu 
mencari kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara pidana. 
KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa 
dalam kedudukan yang berderajat, sebagai mahluk ciptaan Tuhan yang memiliki 
harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh. “Tersangka atau terdakwa tersebut 
telah ditempatkan oleh KUHAP dalam posisi his entity and dignity as a human 
being yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur 
kemanusiaan”(Yahya Harahap, 2001 : 6). Namun, dalam pelaksanaan penegakan 
hukum terhadap tersangka atau terdakwa, para penegak hukum tidak boleh 
melanggar hak asasi manusia yang melekat pada dirinya.  
Seperti yang telah diketahui, demi untuk terlaksananya kepentingan 
pemeriksaan tindak pidana, maka para penegak hukum diberi kewenangan oleh 
undang-undang untuk untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa 
penangkapan, penahanan, penyitaan ataupun tindakan lainnya terhadap tersangka 
yang diduga keras telah melakukan tindak pidana. Karena tindakan upaya paksa 
yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan 
kemerdekaan atas hak asasi manusia, maka tindakan tersebut harus dilakukan 
secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang 
berlaku. 
Namun, pada kenyataannya seringkali masih terjadi kasus .bahwa 
penegak hukum melaksanakan tugas dan kewenangannya secara tidak 
bertanggung jawab dan melanggar undang-undang. Hal ini dapat dibuktikan 
dengan adanya berita ataupun laporan yang sering memuat tentang seseorang 
yang disangka melakukan tindak pidana, ditahan melebihi batas waktu yang telah 
ditetapkan dalam KUHAP, ataupun adanya tindakan penahanan ynag dilakukan 
oleh aparat penegak hukum tanpa disertai dengan surat penahanan yang jelas 
bahkan penahanan dilakukan tanpa prosedur yang benar. 
Untuk mengawasi adanya tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh 
aparat penegak hukum, maka KUHAP telah menciptakan lembaga praperadilan. 
Adanya lembaga praperadilan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan 
terhadap tindakan upaya paksa yang dikenakan kepada tersangka yang dilakukan 
oleh aparat penegak hukum sehingga hak-hak tersangka dapat terlindungi. 
Dengan adanya praperadilan sebagai lembaga yang melindungi hak-hak 
tersangka ataupun terdakwa, maka penahanan atapun tindakan upaya paksa 
lainnya yang dilakukan secara tidak sah dan melanggar undang-undang, dapat 
dimintakan pemeriksaan dan putusan kepada hakim Pengadilan untuk memeriksa 
tentang tidak sahnya penahanan atau upaya paksa lainnya tersebut. Bahkan 
tersangka dapat mengajukan permintaan ganti rugi ataupun rehabilitasi apabila 
terbukti secara benar bahwa penahanan dilakukan secara tidak sah. 
Namun disayangkan sejak didirikannya Pengadilan Negeri Wonosari 
hingga sekarang masih sedikit sekali masyarakatnya yang mempergunakan 
lembaga praperadilan untuk mencari kebenaran dan menegakkan keadilan dari 
sikap aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan 
pengetahuan hukum dari masyarakat Gunungkidul masih terbilang rendah 
sehingga mereka kurang menyadari akan hak-hak asasi yang dimilikinya. Hal ini 
terbukti selama kurun waktu tahun 2007 ini hanya ada satu permohonan 
praperadilan yang diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Wonosari. Meskipun 
diputus gugur tetapi setidak-tidaknya tersangka melalui kuasa hukumnya yang 
mengajukan permohonan praperadilan tersebut berusaha memperjuangkan hak-
hak yang dimilikinya. 
Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan 
menyusunnya ke dalam sebuah penulisan hukum dengan judul : 
“PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PRAPERADILAN 
BERKAITAN DENGAN MASALAH PENAHANAN BAGI TERSANGKA 
TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI PENGADILAN NEGERI 
WONOSARI “  
B. PERUMUSAN MASALAH 
Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji 
oleh penulis, serta mempermudah pembahasan masalah agar lebih terarah dan 
mendalam sesuai dengan sasaran yang tepat, maka perlu adanya perumusan 
masalah yang tersusun secara baik dan sistematis. Selain itu, perumusan masalah 
diharapkan dapat memberikan arah pembahasan yang jelas, sehingga terbentuk 
hubungan dengan masalah yang dibahas. 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 
permasalahannya sebagai berikut : 
1. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan praperadilan berkaitan dengan 
masalah penahanan bagi tersangka tindak pidana perkosaan ? 
2. Bagaimana implikasi putusan hakim praperadilan bagi tersangka? 
3.Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian praperadilan 
di Pengadilan Negeri Wonosari?    
C. TUJUAN PENELITIAN 
Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan, yang 
bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih mendalami segala segi kehidupan. 
Penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik 
dari segi teoritis maupun praktis.( Soerjono Soekanto, 1986 : 3 ) 
Maka berdasarkan latar belakang masalah serta permasalahan yang ada 
diatas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan : 
1. Tujuan Obyektif 
a) Untuk mendapatkan keterangan yang jelas dan terperinci mengenai 
bagaimana pelaksanaan pemeriksaaan praperadilan berkaitan dengan 
masalah penahanan bagi tersangka tindak pidana perkosaan. 
b) Untuk mengetahui implikasi putusan hakim praperadilan bagi 
tersangka. 
c) Untuk mengetahui cara penyelesaian dalam menghadapi kendala-
kendala yang dihadapi dalam praperadilan di Pengadilan Negeri 
Wonosari. 
2. Tujuan Subyektif 
a) Untuk menambah pengetahuan penulis dalam bidang hukum 
khususnya hukum acara pidana. 
b)  Untuk memperdalam  wawasan pengetahuan serta pemahaman 
penulis terhadap penerapan teori-teori yang telah diterima selama 
menempuh bangku kuliah guna mengatasi masalah hukum yang 
tejadi dalam masyarakat. 
c) Untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan bagi setiap 
mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
D. MANFAAT PENELITIAN 
Penulis berharap skripsi ini sedikit banyak bermanfaat, baik bagi penulis 
pada khususnya maupun bagi pembaca pada umumnya. Adapun manfaat yang 
dapat diambil dari penelitian ini adalah :  
1. Manfaat Teoritis 
a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk 
mengembangkan ilmu hudi bidang penelitian hukum, khususnya di 
bidang Hukum Acara Pidana. 
b) Dapat bermanfaat dalam mengadakan penelitian yang sejenis 
berikutnya, disamping itu sebagai pedoman penelitian yang lain 
sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti. 
2. Manfaat Praktis 
a) Dapat memberikan sumbangan pemikiran ataupun bahan masukan 
bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. 
b) Dapat mengembangkan pengetahuan maupun dapat membentuk pola 
pikir yang baik dan dinamis serta menambah wawasan pengetahuan 
bagi penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. 
E. METODE PENELITIAN 
Metode penelitian merupakan cara untuk memeperoleh data yang akurat, 
lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga tujuan 
penelitian dapat tercapai. Suatu penelitian dapat dipercaya kebenarannya apabila 
memakai metodologi yang lengkap.   
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut  
1. Jenis Penelitian 
Apabila mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian 
yang dilakukan termasuk dalam jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang 
mengkaji pelaksanaan hukum dalam masyarakat ( Law in action ) 
2. Sifat Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat 
deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang 
seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. 
(Soerjono Soekanto, 1986 : 10)    
3. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat kualitataif yang 
dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 
subyek penelitian, misalnya perilaku, tindakan, persepsi, dan lain-lain secara 
holistik denagn cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan naratif dalam suatu 
konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 
ilmiah.   
4. Lokasi Penelitian 
Penulis memilih lokasi untuk mengadakan penelitian di Kantor Pengadilan 
Negeri Wonosari, Gunungkidul yang terletak di Jalan Taman Bakti No.1, 
Wonosari, Gunungkidul. 
5. Jenis Data 
Data-data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, adalah : 
a. Data Primer 
Data primer adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara 
langsung melalui penelitian lapangan atau sumber pertama. Dalam hal ini 
penulis mengadakan penelitian secara langsung di Pengadilan Negeri  
Wonosari. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 
lapangan, yang berupa sejumlah keterangan yang diperoleh dari dokumen-
dokumen, berkas perkara, buku-buku literatur, majalah, arsip, buku-buku 
hasil penelitian terdahulu, serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan 
dengan masalah yang penulis teliti. 
6. Sumber Data 
Sesuai dengan jenis data yang diigunakan dalam penelitian ini, maka yang 
menjadi sumber data adalah : 
a. Sumber data primer. 
Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara 
langsung dari sumber pertama atau diperoleh melalui penelitian lapangan. 
Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara 
dengan para hakim, panitera atau panitera pengganti, ataupun staf lain 
yang bersangkutan di Pengadilan Negeri Wonosari.  
b. Sumber data sekunder 
Sumber data sekunder merupakan sumber data yang mendukung sumber 
data primer, yang meliputi : dokumen-dokumen, berkas perkara, buku-
buku literature, majalah, arsip, buku-buku hasil penelitian terdahulu, serta 
peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. 
7. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh data secara 
akurat dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan 
hukum ini.Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis meliputi  
 
a. Studi Lapangan 
Dalam studi lapangan ini, penulis mengadakan wawancara, yaitu 
suatu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya jawab secara 
langsung dengan responden mengenai masalah yang diteliti. Wawancara 
dilakukan dengan hakim atau panitera pengganti secara bebas dan terbuka, 
agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan masalah yang diteliti.      
b. Studi Kepustakaan 
Studi kepustakaan merupakan teknik pngumpulan data dengan cara 
membaca, mengkaji, serta mempelajari buku-buku kepustakaan yang ada 
hubungannya dengan materi penulisan hukum. Penulis juga akan 
membaca dan mengkaji laporan-laporan penelitian, majalah-majalah, 
buku-buku referensi dan tulisan-tulisan lain yang dapat melengkapi data 
yang diperlukan dalam penulisan hukum ini.   
8. Teknik Analisis Data 
Dalam suatu penelitian, teknik analisis data merupakan suatu hal yang 
sangat penting untuk menguraikan dalam memecahkan masalah yang diteliti 
berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan. Pada tahap ini seluruh data 
yang tekumpul diolah dan dianalisis sedemikian rupa guna memecahkan atau 
menjelaskan masalah-masalah yang telah dikemukakan di muka sehingga 
akan tercapai sebuah kesimpulan.   
Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan teknis analisis data 
secara kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif-analitis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis ataupun 
lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai 
sesuatu yang utuh. (Soerjono Soekanto, 1986 : 250) 
Analisis seperti tersebut diatas dimaksudkan tidak hanya terbatas pada 
pengumpulan data yang diperoleh, tetapi juga akan mengenalkan dan 
menginterpretasikan data dengan menggunakan pendekatan-pendekatan secara 
teoritis maupun logis dan akhirnya pada kesimpulan yang didasarkan atas 
penelitian data. 
Adapun teknik menganlisa data yang digunakan oleh penulis dalam 
penelitian ini adalah menggunakan teknik analaisis kualitatif model interaktif 
(interactive model of analysis). Teknik analisis kualitatif model interaktif 
adalah suatu teknik analisa data yang meliputi tiga alur komponen 
pengumpulan data, meliputi : 
a) Reduksi data  
Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan 
abstraksi data yang diperoleh seta tranformas dari data “kasar” yang 
dimuat dari catatan tertulis. Sajian data merupakan suatu rakitan 
organisasasi informasi yang menghasilkan kesimpulan riset yang 
dilakukan. 
b) Penyajian data 
Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun dalam suatu 
kesatuan bentuk yang disederhanakan, selektif dalam konfigurasi yang 
mudah dipakai sehingga memberi kemungkinan pengambilan keputusan.   
c) Penarikan kesimpulan 
Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan yang merupakan suatu 
mkegiatan yang dilakukan oleh peneliti yang perlu diverifikasi, berupa 
suatu pengulangan dari tahap pengumpulan data yang terdahulu dan 
dilakukan secara lebih teliti setelah data tersaji. (H.B.Sutopo, 1993 : 34) 
Untuk model analisis tersebut diatas merupakan suatu siklus yang saling 
berhubungan dan saling melengkapi. Dalam pengumpulan data, data yang 
terkumpul langsung dianalisis untuk mendapatkan reduksi data dan sajiann 
data. Apabila kesimpulan dirasa kurang mantab akibat kurangnya data dalam 
reduksi data dan sajian data maka peneliti menggali data-data yang terkumpul 
dalam buku catatan khusus yang memuat data-data dari lapangan.  
Reduksi Data Sajian Data 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan di bawah ini :    
Pengumpulan Data 
 
    Penarikan Kesimpulan 
Gambar 1: Interaktif Model of Analysis 
F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM 
Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan, menganalisa, serta 
menjabarkan isi dari penulisan hukum ini, maka penulis menyusun sistematika 
penulisan hukum dengan membagi dalam empat bab, yaitu : 
BAB I   :  PENDAHULUAN 
Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai latar belakang 
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini membahas tentang kerangka teori yang melandasi 
penelitian serta mendukung di dalam memecahkan masalah yang 
diangkat dalam penulisan hukum ini, meliputi : tinjauan umum 
tentang praperadilan, tinjauan umum tentang penahanan, 
pengertian tersangka dan terdakwa, dan tinjauan tentang tindak 
pidana perkosaan. 
Adapun tinjauan umum tentang praperadilan meliputi : 
pengertian praperadilan, kewenangan praperadilan, serta tata cara 
pengajuan dan gugurnya praperadilan. Sedangkan tinjauan umum 
tentang penahanan meliputi : pengertian dan jenis penahanan, 
jangka waktu penahanan, serta peralihan tanggung jawab yuridis 
penahanan. Tinjauan tentang tindak pidana perkosaan meliputi 
pengertian tindak pidana dan pengertian tindak pidana perkosaan. 
BAB III  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian yang 
diperoleh di lapangan dan pembahasan mengenai pelaksanaan 
pemeriksaan praperadilan terhadap Kapolers Gunungkidul 
berkaitan dengan masalah penahanan bagi tersangka tindak 
pidana perkosaan, implikasi putusan hakim terhadap 
tersangkanya, serta kendala yang dihadapi dalam penyelesaian 
praperadilan di Pengadilan Negeri Wonosari.    
BAB IV : PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian 
oleh penulis dan saran-saran bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Praperadilan 
a) Pengertian Praperadilan 
Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan 
mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, 
yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana 
dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan 
tepat untuk mencari siapa pelaku dari suatu tindak pidana dan 
selanjutnya melakukan pemeriksaan di pengadilan untuk menentukan 
apakah terbukti bersalah atau tidak, serta mengatur pula pokok-pokok 
cara pelaksanaan dan pengawasan terhadap putusan yang telah 
dijatuhkan (Djoko Prakoso, 1985 : 9). 
Untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas, para penegak hukum 
harus bersikap profesional dalam menyelenggarakan proses peradilan. 
Adapun proses peradilan tersebut meliputi penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan dimuka persidangan. Periode sebelum perkara diajukan 
ke sidang pengadilan biasanya dinamakan pemeriksaan pendahuluan 
Dalam proses pemeriksaan pendahuluan seringkali terjadi 
tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak 
hukum. Oleh karena itu, untuk menjaga ketertiban pemeriksaan dalam 
pemeriksaan pendahuluan dan untuk melindungi hak-hak tersangka 
atau terdakwa terhadap tindakan-tindakan dari penyidik dan penuntut 
umum yang melanggar hukum yang dapat merugikan tersangka maka 
dibentuklah lembaga praperadilan. Lembaga praperadilan telah diatur 
dalam Bab X, Bagian Kesatu dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 
KUHAP. 
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Praperadilan merupakan kontrol horizontal yang dipunyai oleh 
Pengadilan Negeri atas permohonan para pihak yang ditentukan oleh 
KUHAP, untuk mencegah penangkapan, penahanan, penghentian 
penyidikan, dan penghentian penuntutan secara sewenang-wenang                
(Hari Sasongko, 2003:105). 
Pengertian praperadilan telah diatur dalam Bab I tentang 
ketentuan umum Pasal 1 butir ke 10 KUHAP sebagai berikut : 
“Praperadilan adalah wewenang dari Pengadilan Negeri untuk 
memeriksa dan memutus menurut acara yang diatur dalam 
undang-undang ini tentang :  
a. Sah atau tidaknya penagkapan dan atau penahanan atas 
permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas 
kuasa tersangka . 
b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian 
penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan 
keadilan. 
c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka 
atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang 
perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”. 
b) Kewenangan Praperadilan. 
Praperadilan bukan merupakan badan tersendiri, melainkan 
hanya merupakan suatu wewenang dari pengadilan saja. Hal ini 
berdasarkan Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 serta Pasal 95 dan Pasal 97 
KUHAP. 
Adapun wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada 
Pengadilan Negeri tersebut adalah untuk memeriksa dan memutus 
mengenai : 
a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian 
penyidikan, atau penghentian penuntutan (kecuali terhadap 
penyampingan perkara untuk kepentingan umum oleh jaksa agung) 
Pasal 77   
b) Berwenang memeriksa tuntutan ganti kerugian dan atau rehabilitasi 
bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat 
penyidikan atau penuntutan Pasal 77 
c) Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian Pasal 
82 ayat (1) dan (3) 
d) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atau atas 
penangkapan atau penahanan serta serta tindakan lain tanpa alasan 
yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan 
mengenai orang atau karena kekeliruan mengenai hukum yang 
diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan 
Negeri.Pasal 95 ayat (2) 
e) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau 
penahanan tanpa alasan berdasarkan Undang-undang atau 
kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang 
perkaranya tidak diajukan ke Pengadialn Negeri.Pasal 97 ayat 
(S.Tanusubroto, 1983 : 73).       
c) Tata Cara Pengajuan Praperadilan dan Gugurnya Praperadilan. 
Tata cara pengajuan praperadilan telah diatur dalam Bab X, 
bagian kesatu dari Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. 
Adapun yang berhak mengajukan permohonan  praperadilan 
adalah : 
a) Tersangka, keluarganya, atau kuasanya. 
Sesuai dengan Pasal 79 KUHAP yang menyatakan bahwa 
“Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu 
penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, 
keluarganya, atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri 
dengan menyebutkan alasan-alasannya.” 
b) Penyidik atau Penuntut Umum atau Pihak ketiga yang 
berkepentingan. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 80 KUHAP maka yang berhak 
mengajukan permohonan praperadilan adalah penyidik atau 
penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan berkaitan 
dengan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu 
penghentian penyidikan atau penuntutan.   
c) Tersangka dan pihak ketiga yang berkepentingan 
Di dalam Pasal 81 KUHAP telah dijelaskan bahwa akibat 
tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat tidak sahnya 
penghentian penyidikan atau penuntutan maka tersangka atau pihak 
ketiga dapat mengajukan permintaan ganti kerugian dan atau 
rehabilitasi kepada ketua Pengadilan Negeri disertai dengan 
penyebutan alasan-alasannya. 
d) Tersangka terhadap benda yang disita tidak termasuk alat 
pembuktian 
Mengenai cara pengajuan permohonan Praperadilan tidak ada 
keharusan dalam bentuk tertentu. Dalam hal ini pemohon bebas 
merumuskan surat permohonannya, asalkan dalam surat 
permohonan tersebut cukup memberikan gambaran yang jelas 
tentang kejadian material yamg menjadi dasar permohonannya. 
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan surat 
permohonan praperadilan adalah :  
a) Keterangan lengkap dari pihak-pihak yang berperkara, yaitu : 
nama, alamat, pekerjaan. 
b) Dasar permohonan (fundamentum petendi), yang memuat uraian 
tentang kejadian (feitelijke gronden factual grounds), dan uraian 
tentang hukum yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang 
menjadi dasar yuridis dari permohonan itu (rechtsgronden, legal 
grounds). 
c) Apa yang dimohon atau dituntut oleh pemohon supaya diputuskan 
oleh hakim (S.Tanusubroto, 1983 : 81). 
Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) KUHAP, maka setelah surat 
permohonan pemeriksaan praperadilan diajukan kepada Ketua 
Pengadilan Negeri dan telah dicatat dalam Buku Register Perkara 
Praperadilan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, pada hari itu juga 
panitera atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan permintaan itu 
kepada Ketua Pengadilan Negeri yang harus segera menunjuk Hakim 
tunggal dengan dibantu oleh seorang panitera yang akan memimpin 
dan memeriksa perkaranya dalam sidang praperadilan. 
Selanjutnya, mengenai ketentuan tata cara pemeriksaan sidang 
praperadilan telah diatur secara tegas dalam Pasal 82 ayat (1) 
KUHAP.Adapun bunyi pasalnya adalah sebagai berikut :  
“Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 ditentukan 
sebagai berikut : 
a. dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim 
yang ditunjuk menetapkan hari sidang; 
b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya 
penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian 
penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan 
atau rehabilitasi, akibat tidah sahnya penangkapan atau 
penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau 
penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk 
alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari 
tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang 
berwenang; 
c. pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-
lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan 
putusannya; 
d. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh 
pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai 
permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka 
permintaan tersebut gugur; 
e. putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup 
kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan 
lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika 
untuk itu diajukan permintaan baru.  
Dalam putusan praperadilan harus memuat dengan jelas dasar-
dasar dan alasannya. Selain itu, isi putusan harus pula memuat hal-hal 
seperti yang ditentukan dalam Pasal 82 ayat (3) KUHAP, yaitu : 
a) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau 
penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum 
pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus membebaskan 
tersangka; 
b) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penghentian 
penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan 
terhadap tersangka wajib dilanjutkan; 
c) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan  atau 
penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah 
besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan 
dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan sah dan 
tersangka tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan 
rehabilitasinya. 
d) Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang 
tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan 
bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka 
atau dari siapa benda itu disita. 
Menurut ketentuan Pasal 83 ayat (1) KUHAP, maka terhadap 
putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding. Namun, khusus 
terhadap putusan praperadilan yang menetapkan maka atas permintaan 
penyidik atau penuntut umum dapat dimintakan putusan akhir kepada 
Pengadilan Tinggi.(Pasal 83 ayat (2) KUHAP). 
Berkaitan dengan masalah banding atas putusan praperadilan 
terhadap penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, maka 
penyidik atau penuntut umum harus mengajukan permohonan banding 
kepada ke Pengadilan Tinggi dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah 
putusan praperadilan. Selanjutnya Pengadilan Negeri dalam tenggang 
waktu 3 (tiga) hari setelah menerima permohonan banding sudah harus 
mengirimkan berkas ke Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi dalam 
tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara sidang 
harus sudah menetapkan hari sidang dan dalam tenggang waktu 7 
(tujuh) hari terhitung dari mulai tanggal sidang yang ditetapkan harus 
sudah memberikan putusan. 
Putusan praperadilan tidak boleh dimintakan kasasi, meskipun 
dalam Pasal 88 KUHAP  telah dinyatakan bahwa semua perkara dapat 
dimintakan kasasi. Adapun alasannya karena adanya keharusan untuk 
menyelesaikan perkara praperadilan secara cepat. 
Permohonan praperadilan yang dimintakan ke Pengadilan Negeri 
kadang dinyatakan gugur oleh hakim.Hal ini berdasarkan ketentuan 
Pasal 82 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa :“Dalam hal suatu 
perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan 
pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, 
maka permintaan tersebut gugur.” 
2. Tinjauan Umum Tentang Penahanan 
a) Pengertian dan Jenis Penahanan 
Djoko Prakoso mengutip pendapat W.J.S Poerwadarminta, 
bahwa “pengertian penahanan ialah perbuatan menahan, yaitu 
mengurung atau memenjarakan sementara” Djoko Prakoso(1985 : 12). 
Sedangkan pengertian penahanan menurut Pasal 1 butir 21 
KUHAP adalah “Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat 
tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan 
penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-
undang ini.” 
Sesuai ketentuan Pasal 20 KUHAP, terdapat tiga instansi yang 
diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap seseorang 
yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan atau percobaan 
maupun pembantuan, yaitu : 
a) Penyidik  dan atau penyidik pembantu atas perintah penyidik 
melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan. 
b)   Penuntut umum melaukan penahanan untuk kepentingan 
penuntutan. 
c) Hakim dapat melakukan penahanan untuk kepentinngan 
pemeriksaan di muka pengadilan. 
Dalam melaksanakan penahanan, pejabat yang berwenang harus 
memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat-syarat tersebut 
meliputi syarat formil dan syarat materiil. Kedua syarat ini harus 
dipenuhi, dikarenakan jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, 
maka penahanan dapat dinyatakan tidak syah. 
Adapun yang dimaksud dengan syarat formil adalah syarat yang 
harus dipenuhi oleh petugas penegak hukum dalam melakukan 
penahanan terhadap seorang yang diduga melakukan tindak pidana 
dengan melengkapi diri dengan surat perintah penahanan. Hal ini 
berdasarkan Pasal 21 ayat (2) KUHAP yang menyatakan sebagai 
berikut : 
“Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik 
atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan 
memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim 
yang mencantumkan identitas tersangka, atau terdakwa dan 
menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara 
kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia 
ditahan.” 
Selanjutnya sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) KUHAP, maka  
tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau 
penetapan hakim harus diberikan kepada keluarganya. 
Sedangkan syarat materiil yang harus dipenuhi harus berdasarkan 
dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP, yang 
menyatakan bahwa : 
   Ayat (1)Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan 
terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga 
keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti 
permulaan yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang 
menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa 
akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang 
bukti dan atau mengulangi tindak pidana. 
Ayat (4)Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka 
atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau 
percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana 
tersebut dalam hal : 
a) Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima 
tahun atau lebih 
b) Tindak pidana sebagaimana dimaksudkan antara lian 
sebagai : 
- Pelanggaran kesusilaan atau pornografi (Pasal 282 
ayat(3) KUHP) 
- Prostitusi ( Pasal 296 KUHP) 
- Tindak pidana paksaan (Pasal 335 ayat (1) KUHP) 
- Penganiayaan yangb direncanakan terlebih dahulu               
( Pasal 353 ayat (1) KUHP) 
- Penggelapan (Pasal 372 KUHP)  
- Penipuan (Pasal 378 KUHP) 
- Penipuan dalam hal jual beli (Pasal 379a KUHP) 
- Dan lain-lain tindak pidana baik yang tecantum dalam 
KUHP maupun di luar KUHP sebagaimana yang telah 
ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP) 
Berdasarkan  ketentuan Pasal 22 ayat (1) KUHAP,  maka ada tiga 
jenis penahanan, yaitu : 
a) Penahanan Rumah Tahanan Negara 
Menurut  Penjelasan Pasal 22 ayat (1) KUHAP, pengertian 
penahanan rumah tahanan Negara ialah penahanan yang 
dilaksanakan di rumah tahanan Negara. 
b) Penahanan Rumah 
Pengertian penahanan rumah sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 
(2) KUHAP adalah : 
“Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau 
rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan 
pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu 
yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, 
penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan” 
c) Penahanan Kota 
Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) KUHAP, maka 
:penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau 
tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban 
bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang 
ditentukan.  
Mengingat penangkapan dan penahanan merupakan pembatasan 
bagi kebebasan dari seorang tersangka dan atau merupakan hukuman 
bagi seorang tersangka, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) 
maka masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan dari pidana 
yang dijatuhkan. Biasanya dalam putusan disebutkan bahwa hukuman 
yang dijatuhkan dipotong dengan masa penahanan.  
Sedangkan menurut Pasal 22 ayat (5), maka untuk penahanan 
kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu 
penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah 
lamanya penahanan. 
Tersangka atau terdakwa dapat meminta permohonan kepada 
penyidik, penuntut umum dan atau hakim untuk mengalihkan atau 
mengubah dari jenis penahanan yang satu ke jenis penahanan yang 
lain. Hal ini berdasarkan Pasal 23 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : 
“Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk 
mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang 
lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22” 
Selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) KUHAP dinyatakan 
mengenai syarat pengajuan pengalihan penahanan bahwa  
“Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan 
surat perintah dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan 
hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka atau 
terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang 
berkepentingan.” 
b) Jangka Waktu Penahanan 
Masalah jangka waktu penahanan bagi tersangka atau terdakwa 
telah diatur dalam KUHAP dari Pasal 24 sampai dengan Pasal 30 
KUHAP.secara bertahap-tahap, yaitu mulai dari penahanan yang 
diberikan oleh penyidik, kemudian yang diberikan oleh penuntut 
umum, oleh Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi, dan 
Hakim Mahkamah Agung. 
 
a) Penyidik 
Jangka waktu perintah penahanan oleh penyidik diatur dalam 
Pasal 24 KUHAP. Adapun perintah penahanan yang diberikan oleh 
penyidik hanya berlaku paling lama dua puluh hari. Jangka waktu 
ini, apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum 
selesai dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum untuk paling lama 
empat puluh hari.  
Setelah waktu enam puluh hari, penyidik harus sudah 
mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. 
b) Penuntut Umum 
Menurut ketentuan Pasal 25, maka perintah penahanan yang 
diberikan oleh Penuntut Umum hanya berlaku paling lama dua 
puluh hari. Jangka waktu ini apabila diperlukan guna kepentingan 
pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh Ketua 
Pengadialn Negeri untuk paling lama tiga puluh hari. 
Setelah waktu lima puluh hari, Penuntut Umum harus sudah 
mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.  
c) Pengadilan Negeri 
Berdasarkan Pasal 25 KUHAP, Hakim Pengadilan Negeri, 
yang mengadili perkaranya demi kepentingan pemeriksaan 
berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling 
lama tiga puluh hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan 
Negeri untuk paling lama enam puluh hari. 
Setelah waktu sembilan puluh hari, walaupun perkaranya 
belum diputus, terdakwa sudah harus dikeluarkan dari 
tahanan.demi hukum.   
d) Pengadilan Tinggi 
Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili 
perkara dalam tingkat banding berwenang mengeluarkan surat 
perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari dan dapat 
diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi untuk paling lama 
enam puluh hari. 
Meskipun perkara belum diputus, setelah waktu sembilan puluh 
hari terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Hal ini 
berdasarkan Pasal 27 KUHAP.         
e)  Mahkamah Agung 
Akhirnya Hakim Mahkamah Agung yang mengadili 
perkaranya, guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang 
mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama lima 
puluh hari  dan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung 
untuk paling lama enam puluh hari.   
c) Peralihan Tanggung jawab Yuridis Penahanan 
a) Peralihan Tanggung jawab Yuridis Penahanan Penyidik kepada 
Penunutut umum 
Adapun ketentuan yang dijadikan dasar saat terjadi peralihan 
tanggung jawab yuridis dan kewenangan penahanan dari tingkat 
penyidikan ke tingkat penahanan adalah : 
(1) Angka 21 huruf a Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman 
No. M. 14-PW.07.03/1983   
(2) Pasal 8 ayat(3) KUHAP 
(3) Pasal 110 Ayat (2) dan ayat (4) KUHAP 
(4) Pasal 138 ayat (1) KUHAP 
Dengan merangkum ketentuan-ketentuan tersebut maka akan 
dapat dipahami dengan tepat saat terjadi peralihan tanggung jawab 
dan kewenangan penahanan atas diri tersangka. Jika ketentuan-
ketentuan tidak dirangkum sebagai suau kesatuan yang saling 
berkaitan, bisa meniimbulkan kekacauan dalam menentukan saat 
terjadi peralihan penahanan sesuai kehendak Undang-undang. 
Berdasarkan Ketentuan angka 21 huruf a Lampiran Keputusan 
Menteri Kehakiman No.M-14-PW.07.03/1983 dinyatakan bahwa 
“Penahanan dalam tingkat penyidikan akan habis masa berlakunya 
sejak diserahkannya tanggung jawab penahanan kepada penuntut 
umum”. Jadi menurut rumusan ketentuan ini, tolak ukur peralihan 
tanggung jawab atau habisnya masa berlaku penahanan dalam 
tingkat penyidikan dan beralih tanggung jawab dan 
kewenangannya ke tingkat penuntutan terhitung sejak diserahkan 
tanggung jawab penahanan kepada penuntut  umum. 
Namun, ketentuan tesebut diatas tidak mengatur secara jelas 
tata cara dan waktu terjadinya penyerahan tanggung jawab 
penahanan dari penyidik kepada penuntut umum sehingga harus 
dicari dalam penjelasan dan ketentuan Pasal 8 ayat(3), Pasal 110 
ayat (2) dan Ayat (4) serta Pasal 138 ayat (1) KUHAP.  
Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) KUHAP, tata cara 
penyerahan berkas perkara dari instansi penyidik kepada penuntut 
umum, melalui dua tahap : 
(1) Tahap pertama, penyerahan berkas perkara secara fisik yakni 
penyidik menyerahkan semua hasil pemeriksaan penyidikan 
kepada penuntut umum 
(2) Tahap kedua, penyidik menyerahkan tanggung jawab yuridis 
tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. 
(M.Yahya Harahap, 2000 :234) 
Penuntut Umum berkewajiban menentukan selesai atau 
tidaknya penyidikan. Hal ini telah ditegaskan dalam ketentuan 
Pasal 110 ayat (2) yang menegaskan bahwa “dalam hal penuntut 
umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang 
lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu 
kepada penyidik disetai petunjuk umtuk dilengkapi.  
Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 110 ayat (4), saat dan 
sifat penyidikan dianggap sudah selesai jika dalam waktu empat 
belas hari(14) sesudah penyerahan berkas perkara, penuntut umum 
tidak mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dan dalam 
jika dalam waktu empat belas (14) hari telah ada pemberitahuan 
dari penuntut umum bahwa pemeriksaan penyidikan dianggap 
telah sempurna..  
   Pasal 138 ayat (1) juga menjelaskan tentang cara peralihan 
tanggung jawab yuridis dari penyidik kepada penuntut 
umum.Sesuai bunyi pasal 138 ayat (1) dinyatakan bahwa 
“Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik 
segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari 
wajib memeberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan 
itu sudah lengkap atau belum.” 
b) Peralihan Yuridis Penahanan Penununtut Umum Kepada 
Pengadilan negeri 
Petunjuk pelaksanaan peralihan yuridis penahanan Penuntut 
Umum kepada Pengadilan Negeri diatur dalam angka 21 huruf b 
dan c Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-
PW.07.03/1983.  
(1) Saat Peralihan pada Acara Pemeriksaan Biasa 
Cara pelimpahan perkara acara biasa dari instansi penuntut 
umum kepada Pengadilan Negeri dilikukan secara administratif 
dengan cara menyerahkan berkas perkara melalui buku agenda. 
Cara pelimpahan ini bisa dilakukan karena gedung kantor 
Pengadilan negeri dan Kejaksaan negeri selalu berdekatan dengan 
dalam kota yang sama (M.Yahya Harahap, 2000 :240). 
Peralihan tanggung jawab yuridis penahanan secara definitif 
jika ditinjau dari sudut pandang penuntut umum adalah sejak 
berkas perkara dililmpahkan ke pengadilan negeri. Namun apabila 
ditinjau dari segi tata laksana administarsi peradilan, maka 
peralihan tanggung jawab yuridis penahanan terhitung sejak hari 
dan tanggal saat berkas perkara diterima dan diregister di 
kepaniteraan pengadilan.  
(2) Saat Peralihan Pada Acara Singkat 
Peralihan tanggung jawab yuridis penahanan dari tingkat 
penuntutan kepada Pengadilan Negeri dalam acara singkat 
terhitung pada saat perkara disidangkan. Hal ini dikarenakan, 
pelimpahan perkara dalam acara singkat tidak didahului dengan 
prosedur administratif sehingga penyerahan berkas perkara dan 
persidangan berbarengan pada hari dan tanggal yang sama 
c) Saat Peralihan Yuridis Penahanan Pengadilan Negeri kepada 
Pengadilan Tinggi 
Ketentuan peralihan tanggung jawab yuridis dan kewenangan 
penahanan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi telah 
diatur dalam Pasal 238 ayat (2) KUHAP yang berbunyi 
“wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Pengadilan 
tinggi sejak saat diajukannya permintaan banding.”   
d) Saat Peralihan Yuridis dari tingkat banding ke Tingkat Kasasi  
Peralihan kewenangan dan tanggung jawab yuridis penahanan 
dalam tingkat kasasi telah diatur secara tegas dalam Pasal 253 
ayat(4) KUHAP yang berbunyi “wewenang untuk menentukan 
penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukannya 
permintaan kasasi”. 
3. Pengertian Tentang Tersangka dan Terdakwa 
Tersangka atau terdakwa merupakan sebutan atau status  bagi 
pelaku tindak pidana sesuai tingkat atau tahap pemeriksaan. Pengertian 
tersangka menurut Pasal 1 butir 14 KUHAP bahwa “tersangka adalah 
seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti 
permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.” 
Selanjutnya pengertian terdakwa tercantum dalam Pasal 1 butir 
15 KUHAP.”Terdakwa adalah seorang tersangka dituntut, diperiksa, 
dan diadili di sidang pengadilan.” 
Dari pengertian tersangka dan terdakwa tersebut diatas, maka 
dapat disimpulkan bahwa tersangka merupakan sebutan seorang yang 
diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam tahap penyidikan. 
Sedangkan terdakwa berada dalam tahap penuntutan atau pemeriksaan 
di pengadilan.  
KUHAP telah memberikan hak-hak kepada tersangka atau 
terdakwa yang antara lain meliputi : 
1) Hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik, diajukan ke 
penuntut umum, segera dimajukan ke pengadilan dan segera diadili 
oleh pengadilan (Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)) 
2) Hak untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti 
olehnya tentang apa yang disangkakan seta yang didakwakan. 
(Pasal 51) 
3) Hak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau 
hakim dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan 
pengadilan.(Pasal 52) 
4) Hak untuk mendapatkan bantuan juru bahasa atau penterjemah 
bagi terdakwa atau saksi yang bisu atau tuli. (Pasal 177 dan Pasal 
178) 
5) Hak dapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat 
Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. 
(Pasal 54)   
6)  Hak memilih sendiri penasihat hukumnya. (Pasal 55) 
7) Hak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi yang 
tidak mampu, yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih. 
(Pasal 56) 
8) Hak menghubungi penasihat hukumnya dan bagi yang 
berkebangsaan asing berhak menghubungi dan berbicara dengan 
perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya. (Pasal 
57)   
9) Hak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya 
untuk kepentingan kesehatannya. (Pasal 58) 
10)  Hak diberitahu tentang penahanannya kepada keluarga atau orang 
lain yang serumah atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan.               
(Pasal 59)   
11)  Hak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang 
mempunyai hubungan kekeluargan atau lainnya. (Pasal 60) 
12) Hak  menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluargannya 
yang tidak ada hubungannya perkara tersangka atau teerdakwa 
untuk untuk kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan. (Pasal 61) 
13) Hak mengirim surat atau berkirim surat dari/ke penasihat 
hukumnya atau sanak keluarganya dengan tidak diperiksa kecuali 
terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat tersebut 
disalahgunakan (Pasal 62) 
14) Hak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan. 
(Pasal 63) 
15) Hak diadili disidang peradilan yang terbuka untuk umum. (Pasal 
64) 
16) Hak untuk mengusakan dan mengajukan saksi dan atau dan atau 
seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan 
keterangan yang menguntungkandirinya. (Pasal 65) 
17) Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. 
(Pasal 66) 
18) Hak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat 
pertama. (Pasal 67) 
19) Hak menuntut ganti kerugian dan rehailitasi. (Pasal 68) 
20) Hak tersangka wajib diberitahukan hakim ketua, segera sesudah 
putusan pemidanaan diucapkan. (Pasal 196 ayat (3)) 
4. Pengertian Tentang Tindak Pidana Perkosaan 
Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan 
strafbaarfeit untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak 
pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia 
tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya 
yang dimaksud dengan perkataan strafbaar feit tersebut. 
Perkataan feit itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti 
sebagian dari sesuatu kenyataan, sedangkan strafbaar berarti dapat 
dihukum.Oleh karena itu, secara harafiah istilah strafbaarfeit itu dapat 
diterjemahkan sebagian dari suatu kenyataan yang dapt dihukum, yang 
sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui 
bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi 
dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan (Lamintang, 1997 : 
181). 
Berkaitan dengan tindak pidana Perkosaan, KUHP telah 
merumuskannya ke dalam Bab XIV Tentang kejahatan terhadap 
kesusilaan yaitu Pasal 285. 
Dengan kualifikasi verkrachting, dalam Pasal 285 KUHP 
dinyatakan bahwa “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengan dia di 
luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana 
penjara paling lama dua belas tahun.” 
Menurut Wirjono Prodjodikoro, terjemahan dalam bahasa 
Indonesia dari kata verkrachting adalah perkosaan, tetapi terjemahan 
ini kurang tepat meskipun hanya mengenai nama suatu tindak pidana. 
Hal ini dikarenakan di antara orang-orang Belanda istilah verkrachting 
berarti perkosaan untuk bersetubuh sedangkan dalam bahasa Indonesia 
kata perkosaan saja sama sekali belum menunjuk pada pengertian 
perkosaan untuk bersetubuh. Maka sebaiknya kualifikasi tindak pidana 
dari Pasal 285 KUHP ini harus perkosaan untuk besetubuh.( Wirjono 
Prodjodikoro, 2002 : 117)  
Berdasarkan ketentuan Pasal 285 KUHP maka pengertian 
perkosaan dapat disimpulkan bahwa perkosaan merupakan suatu 
peristiwa yang menyakitkan secara fisik dan memberikan luka 
psikologis yang dapat berlangsung seumur hidup, sebagai akibat 
terjadinya pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
terhadap bagian tubuh manusia yang mempunyai nilai kehormatan dan 
kesusilaan. Adapun unsure-unsur perkosaan adalah : 
(1) Pelaku adalah seorang laki-laki 
(2) Korban adalah seorang wanita yang bukan istri si pelaku 
(3) Perbuatan itu termasuk memaksa untuk bersetubuh 
(4) Ada upaya melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dari si 
pelaku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Kerangka Pemikiran  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah 
mengatur secara jelas mengenai praperadilan. Hal ini diatur dalam Bab X, 
Bagian Kesatu dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. 
Lembaga praperadilan dapat dikatakan sebagai kontrol horizontal 
atas tindakan yang tidak bertanggung jawab dan melanggar ketentuan 
undang-undang yang berlaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum 
dalam penerapan hukum atas suatu perkara tindak pidana. Oleh karena itu, 
dengan adanya lembaga praperadilan ini diharapkan dapat memberikan 
jaminan perlindungan hak-hak terhadap tersangka dari tindakan penegak 
hukum yang sewenang-wenang 
Tersangka Tindak Pidana Perkosaan 
Penahanan Tidak Sah Oleh Penyidik 
Permohonan Pra Peradilan 
Pelaksanaan Pemeriksaan 
Praperadilan  
Implikasi Putusan Hakim 
terhadap Tersangka 
Kendala-kendala pemeriksaan 
praperadilan 
KUHAP  
(UU NO 8 TAHUN 1981) 
Pasal 77-83 
Adapun salah satu fungsi dari lembaga praperadilan adalah untuk 
memeriksa sah atau tidaknya suatu penahanan yang dilakukan oleh para 
penegak hukum. Dengan adanya fungsi dari lembaga praperadilan tersebut 
maka dapat memberikan kesempatan kepada tersangka untuk mencari 
keadilan bagi dirinya atas penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak 
hukum yang bersangkutan. 
Putusan/penetapan yang dijatuhkan oleh hakim atas permohonan 
praperadilan sangatlah penting bagi tersangka atau terdakwa sehingga 
keputusan/ penetapan tersebut harus dijatuhkan berdasarkan atas tujuan 
hukum acara pidana yaitu untuk mencari kebenaran materiil bagi tersangka 
dan tidak semata-mata melihat pada kesalahan tersangka. 
Dengan adanya putusan praperadilan atas sah atau tidaknya 
penahanan atas diri tersangka tersebut maka kita dapat mengetahui 
bagaimana pelaksanaan pemeriksaan praperdilan. Selain itu kita dapat juga 
menelaah apakah ada implikasi terhadap diri tersangka atas putusan yang 
telah dijatuhkan oleh hakim tersebut bahkan kita pun dapat mengetahui 
kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksaan praperadilan. 
 
BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan Pemeriksaan Praperadilan terhadap Kapolres Gunungkidul 
Berkaitan Dengan Masalah Penahanan Bagi Tersangka Tindak Pidana 
Perkosaan. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri 
Wonosari,  dalam kurun waktu tahun 2007 Pengadilan Negeri Wonosari telah 
memeriksa dan mengadili satu permohonan praperadilan. 
Sebelum membahas mengenai pelaksanaan pemeriksaan praperadilan 
berkaitan dengan masalah penahanan bagi tersangka tindak pidana perkosaan, 
maka penulis akan menuliskan kembali putusan hakim praperadilan yang akan 
digunakan sebagai bahan kajian, seperti sebagai berikut : 
Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara 
praperadilan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara 
antara :  
Pemohon Praperadilan : 
SUPRIHATIN ARGO SANTOSO, Tempat dan Tanggal lahir : 
Gunungkidul, 12 desember 1983, Jenis Kelamin : Laki-laki, 
Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Kandri Rt.01/10, Desa 
Pucung, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Agama 
Islam, Pekerjaan : Buruh. 
Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya : 
RUSMAN SAKIRI,  S. H, Advokat, beralamat : Di Jl. Empu 
Prapanca 23 Perum Songgolangit Gentan, Kecamatan : Baki, 
Kabupaten : Sukoharjo, berdasarkan Surat kuasa tanggal 3 
Sepetember 2007.  
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON 
Termohon Praperadilan : 
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 KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA,  
Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA 
YOGYAKARTA, 
 Cq. KEPOLISIAN RESORT GUNUNGKIDUL, 
 Cq. KEPOLISIAN SEKTOR GIRISUBO GUNUNGKIDUL. 
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :  
1. AKP. AHMAD SANUSI, S.H. 
2. AKP. M. SUMARNO, S.H. 
3. PEMB. TUTI WARDANI, S.H, M.Hum. 
4. PENDA. TK.I. HARYO DHANENDRO, S.H. 
5. PENDA TK. I. HERU NURCAHYA, S.H. 
Kesemuanya beralamat di Kantor Mapolda  Daerah Istimewa 
Yogyakarta, Jln. Lingkar Utara, Condongcatur Sleman-55283, 
berdasarkan Surat kuasa tanggal 6 September 2007 dan Surat 
Perintah Nomor : Pol. Sprint/ 606/ XI/ 2007 tanggal 7 September 
2007. 
Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON. 
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan 
Praperadilannya tertanggal 5 September 2007 yang terdaftar di Kepaniteraan 
Pengadilan Negeri Wonosari tertanggal 5 September 2007 dibawah Register 
Nomor : 01/Pid.Pra/2007/PN.Wns. yang pada pokoknya mengemukakan 
sebagai berikut: 
Sebab Penahanan Tersangka Suprihatin Argo Santoso berdasarkan Surat 
Perintah Penahanan tanggal 3 September 2007 
No.Pol.Sp.Han/101/IX/2007/Reskrim adalah tidak sah sesuai ketentuan 
hukum pasal 77 huruf a KUHAP; 
alasan mengajukan praperadilan ini adalah sebagai berikut: 
Bahwa perkara pokok tersebut Lap.Pol: Nopol 
K/03/VII/2006/Sek.Grb.sebenarnya telah kadaluarsa untuk diadukan 
sebagai tindak pidana di Polsek Girisubo karena “tempus delicti/waktu 
peristiwa yang disangkakan “bulan Juli 2005 atau setidak-tidaknya telah 
lampau 6 bulan, sedangkan aduan baru dilakukan tgl. 27 Juli 2006 
sehingga berdasarkan pasal 74 (1) KUHP jo. Pasal 27 KUHP yaitu 
peraturan yang bersifat umum, menentukan bahwa perkosaan dibawah 
umur hanya dapat diadukan untuk jangka waktu 6 bulan. Sedangkan pasal 
81 (1) UU. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bersifat 
khusus tidak mengatur ketentuan kadaluwarsa sehingga menurut azas 
hukum hal-hal yang tidak diatur ketentuan khusus maka semestinya 
tunduk pada ketentuan umum yaitu KUHP yang mengatur tentang 
kadaluwarsa , karena Undang-undang No. 23 tahun 2002 tidak secara 
tegas menghapus berlakunya tindak pidana aduan yang ada pada ketentuan 
umum Pasal 287 KUHP yang masih berlaku tersebut. Oleh karena itu 
aturan khusus yaitu UU.No. 23 tahun 2002 Pasal 81 (1) adalah delik 
aduan, jadi tidak dapat blagi diajukan karena sudah lebih dari tenggang 
waktu 6 bulan yang dipersyaratkan UU yaitu Pasal 74 (1) KUHP. Hal 
mana telah diakui pula oleh Penyidik Polsek Girisubo yang mengusahakan 
perdamaian antara saksi korban dan tersangka dan juga pada saat aduan 
diajukan di Polsek Girisubo Gunungkidul pada tanggal 27 Juli 2006, saksi 
korban telah menikah dengan orang lain. 
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon agar Pengadilan Negeri 
Wonosari Gunungkidul memutuskan sebagai berikut : 
1. Menerima dalil-dalil gugatan Praperadilan untuk seluruhnya; 
2. Menyatakan penahanan terhadap Tersangka Suprihatin Argo Santoso tidak 
sah menurut hukum; 
3. Mengeluarkan tersangka dari tahanan Polres Gunungkidul; 
4. Membebaskan tersangka dari segala sangkaan, dakwaan dan tuntutan 
hukum; 
5. Menghukum Tergugat Praperadilan untuk membayar ganti rugi kepada 
Tersangka sebesar Rp.1.000.000; (satu juta rupiah), 
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak 
Pemohon hadir Kuasanya ; Rusman Sakiri,SH. Berdasarkan Surat Kuasa 
Khusus tertanggal 3 September 2007,sedangkan pihak Termohon diwakili 
oleh: 
1. AKP.AHMAD SANUSI ,S.H. 
2. AKP.M. SUMARNO,SH. 
3. PEMBINA TUTI WARDANI ,SH.M.Hum. 
4. PENDA TK.I.V.HARYO DHANENDRO,S.H. 
5. PENDA TK.I.HERU NURCAHYA,S.H. 
Sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 6 September 2007 dan Surat Perintah 
Nomor : Pol. Sprint/606/IX/2007 tertanggal 7 September 2007. 
Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Praperadilan Pemohon 
dibacakan dan atas pertanyaan hakim, menyatakan tetap pada permohonannya. 
Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, pihak Termohon telah 
mengajukan jawabannya tertanggal 12 September 2007 pada pokoknya 
sebagai berikut : 
1. Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Praperadilan tanggal 5 
September 2007 menyebut subyek hukum TERGUGAT sebagai : 
Kapolres Gunungkidul di Gunungkidul qq. Kapolda Daerah 
Istimewa Jogjakarta di Jogjakarta qq. Kapolri di Jakarta ( tertulis dan 
terbaca pada lembar pertama Surat Gugatan Praperadilan yang 
diajukan Penggugat). 
2. Bahwa penyebutan subjek TERGUGAT oleh PENGGUGAT 
sebagaimana yang diuraikan oleh PENGGUGAT pada point 1 diatas 
apabila yang dimaksud PENGGUGAT adalah untuk menyebut 
struktur/hirarki kelembagaan Kepolisian Negara Republik Indonesia 
sebagimana dimakud dalam UU. No 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka hal tersebut sangat 
membingungkan, tidak tepat dan tidak jelas mengingat apa yang 
disebut dan dimaksud oleh PENGGUGAT tersebut tidak memenuhi 
azas kelaziman dalam dalam hirarki/struktur Kelembagaan 
Kepolisian Negara Republik Indonesia serta tata pemerintahan 
Negara Republik Indonesia, sehingga apabila PENGGUGAT 
memepraperadilankan TERGUGAT dengan pola qq melalui surat 
gugatan ini maka seharusnya PENGGUGAT juga mencantumkan 
Pemerintah Republik Indonesia sebagai muara pertanggungjawaban 
atas tugas-tugas yang diemban oleh Kepolisian Negra Reoublik 
Indonesia. Kesalahan dan/atau kekurangan penyebutan subyek 
TERGUGAT sebagaimana dilakukan PENGGUGAT tersebut 
mengakibatkan terjadinya absurdditas gugatan PENGGUGAT, 
sehingga oleh karena itu surat gugatan PENGGUGAT adalah tidak 
jelas, obscuur liebel. 
3. Bahwa didalam Praperadilan tidak dikenel istilah gugatan. Sebab 
gugatan hanya dikenal dalam wilayah hukum perdata, sedangkan 
perkara praperadilan secara substantive yuridis bukanlah perkara 
perdata. Surat Gugatan Praperdailan PENGGUGAT ini menjadi 
sangat kabur dan tidak jelas mengenai maksudnya, apakah sebagai 
gugatan atau permohonan?. Hal tersebut dapatb terbaca pada kalimat 
: Dengan ini mengajukan gugatan kepada…………..dst, dan 
PENGGUGAT mempertegas lagi kata gugatan pada penutup 
suratnya tersebut halaman 2 (dua), sedangkan pada petitum nomer 1. 
PENGUGAT yaitu agar menerima dalil-dalil gugatan praperdailan 
untuk seluruhnya. Pengertian yang digunakan oleh PEMOHON 
mengenai hal ini sangat rancu dan menimbulkan makna hukum yang 
berbeda sehinnga implikasi hukumnya berbeda pula. Sehingga 
dengan demikian sudah seharusnya menurut hukum, praperadilan 
yang diajukan oleh PENGGUGAT inim ditolak untuk seluruhnya 
atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 
Bahwa berdasarkan Eksepsi TERMOHON/TERGUGAT (versi surat 
gugatan penggugat )tersebut diatas, maka dengan segala hormat kepada 
Hakim pemeriksa dan yang mengadili perkara ini, kami mohon untuk 
dapat memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut : 
DALAM EKSEPSI : 
PRIMAIR : 
1. Menerima Eksepsi TERMOHON/TERGUGAT (versi gugatan 
Praperadilan Penggugat) untuk seluruhnya, 
2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa gugatan 
Praperadilan (versi Gugatan Praperadilan Penggugat ) yang 
dimohonkan oleh PENGGUGAT tidak jelas dan obscuur liebel 
3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa 
permohonan/Gugatan Praperadilan (versi Gugatan praperadilan 
penggugat) yang dimohonkan Penggugat DITOLAK UNTUK 
SELURUHNYA atau setidak-tidaknya  tidak dapat diterima, 
4. Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON/PENGGUGAT 
(versi Gugatan Praperadilan Penggugat ) 
SUBSIDAIR : 
Mohon putusan yang seadil-adilnya. 
Menimbang, bahwa pada persidangan pada hari Kamis tanggal 13 
September 2007 Pemohon telah mengajukan replik disertai bukti-bukti surat 
berupa foto copy surat yaitu : 
1. Surat tertanggal 7-9-2007 tentang Surat Keterangan Nikah diberi tanda P.1 
2. Surat tertanggal 6 Agustus 2006 tentang Surat pernyataan diberi tanda P.2 
Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, pihak Termohon 
telah mengajukan Dupliknya secara lisan dalam persidangan yang pada 
pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon haruslah 
dinyatakan GUGUR berdasarkan Bab X Bagian Kesatu Pasal 82 ayat (1) huruf 
d KUHAP  
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala 
sesuatu yang terjadi selama dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara 
dianggap telah tercakup pula dalam putusan ini, 
Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara 
Praperadilan ini adalah keberatan Pemohon terhadap Penahanan dirinya yaitu 
(SUPRIHATIN ARGO SANTOSO) yang dilakukan oleh Termohon tidak sah 
menurut hukum ; 
Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang 
keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara 
ini,Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang Bab X Bagian 
Kesatu Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1981) yang menyatakan bahwa “Dalam hal suatu perkara mulai diperiksa oleh 
Pengadilan Negeri ,sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada 
Praperadilan belum selesai,maka permintaan tersebut gugur”, 
Menimbang, bahwa ternyata perkara pidana atas nama Suprihatin Argo 
Santoso dengan Register Nomor : 80/Pid.B/2007/PN.Wns.telah disidangkan 
pada hari Kamis,tanggal 13 September 2007,maka berdasarkan pada ketentuan 
Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP dan tidak perlu mempertimbangkan lebih 
lanjut bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan bukti saksi yang 
akan diajukan oleh Pemohon maupun Termohon,maka permohonan 
Praperadilan dari Pemohon ini haruslah dinyatakan “GUGUR”   
Menimbang bahwa karena perkara permohonan Praperadilan ini 
dinyatakan Gugur, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah 
dibebankan kepada Pemohon; 
Mengingat Pasal 82 ayat (1) huruf  d KUHAP serta peraturan lain yang 
berkaitan dengan perkara ini; 
Mengingat Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP serta peraturan lain yang 
berkaitan dengan perkara ini; 
MENGADILI 
1. Menetapkan bahwa Permohonana praperadilan dari Pemohon 
dinyatakan GUGUR 
2. Membebani pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar 
Rp.1000( seribu rupiah ) 
 
Pembahasan : 
Kasus permohonan praperadilan yang diperiksa oleh Pengadilan 
Negeri Wonosari dengan Nomor Perkara : 01/Pid.Pra/2007/PN.Wns tersebut 
secara normative sudah sesuai dengan aturan yang tercantum dalam ketentuan 
Pasal 77 huruf a KUHAP yang berbunyi : 
“Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang : 
a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, 
atau penghentian penuntutan. 
Berdasarkan  bunyi ketentuan pasal tersebut diatas, maka dapat 
diartikan bahwa apabila ditinjau dari segi permohonan praperadilan yang 
diajukan maka sudah sesuai dengan ketentuan yuridis yang mengaturnya. 
Proses pemeriksaan praperadilan yang dilakukan pun juga sudah sesuai 
dengan ketentuan Pasal 78 ayat (2) KUHAP yang menyatakan sebagai berikut: 
“Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua 
Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera.”  
Dalam proses pemeriksaan praperadilan dengan No. perkara: 
01/Pid.Pra/2007/PN.Wns tersebut dipimpin oleh seorang hakim tunggal yang 
ditunjuk oleh Ketua pengadilan Negeri Wonosari yaitu Hakim Iwan Irawan, 
S.H dengan dibantu oleh seorang panitera pengganti yang bernama FX. 
Subroto, S.H.  
Setelah membaca secara keseluruhan isi dari putusan hakim dimuka, 
maka kasus Praperadilan dengan Nomor Perkara : 01/Pid.Pra/2007/PN.Wns 
adalah mengenai sah tidaknya penahanan. Permohonan praperadilan yang 
diajukan oleh Suprihatin Argo santoso tersebut ditujukan kepada Kapolres 
Gunungkidul. 
Adapun yang menjadi pokok tuntutan dalam permohonan praperadilan 
tersebut adalah berkaitan dengan penahanan terhadap tersangka Suprihatin 
Argo Santoso berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal tanggal 3 
September 2007 No.Pol.Sp.Han/101/IX/2007/Reskrim dianggapnya tidak sah 
menurut hukum sehingga pemohon menuntut agar dikeluarkan dari tahanan 
Polres Gunungkidul serta dibebaskan dari segala sangkaan, dakwaan, dan 
tuntutan hukum. Alasan yang dikemukakan oleh pemohon dalam 
permohonananya adalah bahwa pemohon menganggap kalau kasus perkosaan 
yang disangkakan terhadap dirinya telah kadaluwarsa. Hal ini dikarenakan 
perkara pokok dengan Lap.Pol: Nopol K/03/VII/2006/Sek.Grb. yang diadukan 
sebagai tindak pidana di Polsek Girisubo tempus delicti/waktu peristiwa yang 
disangkakan dianggap telah lampau 6 bulan karena peristiwa perkosaan 
menurutnya terjadi pada bulan Juli 2005, sedangkan aduan baru dilakukan tgl. 
27 Juli 2006. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 74 (1) KUHP yang 
selengkapnya berbunyi : 
“Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak 
orang yang berhak mengadu mengetahui adnya kejahatan, jika 
bertempat tinggal di Indonesia atau dalam waktu sembilan bulan jika 
bertempat tinggal di luar Indonesia.” 
Selain itu, alasan lain yang dikemukakan oleh pemohon adalah bahwa 
Penyidik Polsek Girisubo juga telah mengusahakan perdamaian antara saksi 
korban dan tersangka pada saat aduan diajukan di Polsek Girisubo 
Gunungkidul pada tanggal 27 Juli 2006, dan saksi korban juga telah menikah 
dengan orang lain. 
Berkaitan dengan tanggapan ( eksepsi ) yang diajukan oleh termohon, 
yang mempersoalkan bahwa didalam Praperadilan tidak dikenal istilah 
gugatan. Sebab gugatan hanya dikenal dalam wilayah hukum perdata, 
sedangkan perkara praperadilan secara substantive yuridis bukanlah perkara 
perdata.  
Menurut hasil wawancara penulis, mengenai istilah gugatan yang 
dipakai oleh Pemohon tersebut memang sebenarnya kurang tepat dalam 
penggunaannya karena seperti yang telah diketahui bahwa praperadilan 
merupakan suatu bentuk permohonan untuk memeriksa sah atau tidaknya 
penangkapan atau penahanan yang pengaturannya telah diatur oleh KUHAP. 
Namun, dalam praktek Hakim dapat secara bebas menafsirkan pasal-pasal 
praperadilan termasuk mengenai acara sidang itu sendiri, ada yang yang 
mengikuti acara pidana dan ada pula yang mengikuti kebiasaan sidang 
menggunakan acara perdata. Semuanya tergantung kepada hakim pada 
masing-masing Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara praperadilan. 
Hakim Iwan Irawan, S.H dalam memeriksa permohonan praperadilan ini 
menggunakan hukum acara “semi” perdata karena dalam pemeriksaan ada 
istilah replik, duplik padahal dalam hukum acara pidana sebenarnya tidak 
mengenal istilah replik dan duplik tersebut. 
Dalam pemeriksaan praperadilan tersebut hakim menetapkan bahwa 
permohonan praperadilan tersebut dinyatakan gugur. Hal tersebut didasarkan 
pada pertimbangan hakim bahwa bahwa ternyata perkara pidana atas nama 
Suprihatin Argo Santoso dengan Register Nomor : 
80/Pid.B/2007/PN.Wns.telah disidangkan pada hari Kamis, tanggal 13 
September 2007,maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d 
KUHAP dan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti surat 
yang diajukan oleh Pemohon dan bukti saksi yang akan diajukan oleh 
Pemohon maupun Termohon,maka permohonan Praperadilan dari Pemohon 
ini haruslah dinyatakan gugur. 
Terkait dengan adanya aturan hukum yang mengatur mengenai 
gugurnya praperadilan tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) 
huruf d yang selengkapnya berbunyi : 
“Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan 
Negeri, sedang pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan 
belum selesai maka permintaan gugur “  
Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dapat diartikan bahwa 
pemeriksaan praperadilan dinyatakan gugur apabila : 
- Apabila perkaranya telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri, dan/atau 
-  Pada saat pokok perkaranya diperiksa Pengadilan Negeri, sedangkan 
pemeriksaan praperadilan belum selesai. 
Oleh karena itu, dengan adanya penetapan hakim Iwan Irawan, S.H 
yang menyatakan bahwa permohonan Praperadilan Suprihatin Argo Santoso 
dinyatakan gugur sudah merupakan keputusan yang tepat. Hal ini dikarenakan 
pada tanggal 13 September 2007 masih dilakukan sidang pemeriksaan 
praperadilan yaitu pihak pemohon sedang mengajukan replik disertai bukti-
bukti surat dan pihak termohon juga mengajukan Dupliknya secara lisan 
dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan 
Praperadilan Pemohon haruslah dinyatakan GUGUR berdasarkan Bab X 
Bagian Kesatu Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. Sedangkan pada hari yang 
bersamaan juga (13 Sepetember 2007), ternyata pemeriksaan mengenai 
perkara pokoknya atas nama Suprihatin Argo Santoso dengan Register Nomor 
: 80/Pid.B/2007/PN.Wns juga telah disidangkan. 
Namun, menurut sudut pandang penulis dengan adanya Pasal 82 ayat 
(1) huruf d KUHAP tersebut malah bersifat membatasi wewenang dari 
praperadilan itu sendiri karena pemeriksaan proses praperadilan harus 
dihentikan dan perkaranya yang sedang diperiksa dianggap gugur pada saat 
perkara pokoknya mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sehingga seringkali 
menjadi kendala bagi para pencari keadilan yang memperjuangkan haknya 
melalui proses praperadilan. Oleh karena itu, bagi para pencari keadilan yang 
berharap sengketanya dapat diputus oleh Hakim, ketentuan tersebut dirasakan 
tidak adil. 
Apabila proses praperadilan yang belum selesai lalu dihentikan dan 
perkaranya yang sedang diperiksa dianggap gugur atas dasar alasan teknis, 
karena perkara pidana pokoknya sudah mulai disidangkan, maka tujuan dari 
praperadilan menjadi kabur dan hilang karena tujuan dari praperadilan itu 
sendiri adalah memberikan keputusan penilaian hukum tentang pemeriksaan 
pendahuluan terhadap tersangka/terdakwa, yang mana keputusan hakim 
tersebut menjadi dasar untuk membebaskan tersangka dari penahanan yang 
tidak sah.. 
Dalam praktek, sering terjadi bahwa pengajuan tuntutan praperadilan 
oleh tersangka atau keluarganya mengenai tidak sahnya penangkapan dan atau 
penahanan atas diri tersangka, sebelum pemeriksaan praperadilan selesai, 
perkaranya menjadi gugur karena perkara pidana pokok sudah mulai 
disidangkan sehingga berakibat tersangka tetap dalam tahanan sedangkan 
mungkin praperadilan akan memberi keputusan tidak sahnya penangkapan dan 
atau penahanan. 
Praperadilan dalam pelaksanaan dan penerapannya memang harus 
sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, tetapi justru terkadang hukum dan peraturan yang mengikat tersebut 
menyebabkan kewenangan praperadilan menjadi terbatas dalam pelaksanaan 
tugasnya untuk melindungi hak-hak tersangka. Hal ini dapat terlihat jelas pada 
Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang mempunyai hukum yang lemah karena 
dalam substansi yang sangat penting seperti halnya dalam peradilan pada 
umumnya, yang seharusnya menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi 
para pencari keadilan, tetapi hal tersebut tidak dapat dicapai oleh lembaga 
praperadilan karena hukumnya lemah. Sehingga jelas terjadi suatu 
penyimpangan fungsi hukum, karena dengan digugurkannya persidangan 
Praperadilan hanya karena alasan teknis belaka, maka dapat menyekat hak-hak 
tersangka untuk mendapat perlindungan hukum dan kepastian hukum. 
Penerapan yang mungkin tidak adil bagi pencari keadilan. 
Namun, apapun keputusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim dalam 
pemeriksaan praperadilan yang diajukan oleh Suprihatin Argo Santoso 
tersebut, secara keseluruhan proses Pelaksanaan pemeriksaan Praperadilan 
yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Wonosari secara normative telah 
sesuai dan tidak menyimpang dari ketentuan Perundang-undangan yang 
berlaku, khususnya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 82 KUHAP. 
Begitu pula ketentuan mengenai syarat batas maksimal waktu tujuh hari 
pemeriksaan praperadilan, hakim berusaha memutus perkara sebelum batas 
waktu maksimal habis. Seperti dalam permohonan dengan No perkara         
01/ Pid.Pra/ 2007/ PN.Wns terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri 
Wonosari tanggal 5 September 2007 dan ditetapkan pada tanggal 14 
September 2007. 
B. Implikasi Putusan Hakim Praperadilan bagi Tersangka. 
Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir. Putusan 
pengadilan tersebut merupakan hasil akhir dari suatu jalannya persidangan 
terhadap suatu kasus tindak pidana. Putusan pengadilan diambil oleh hakim 
yang menangani perkara di pengadilan negeri dimana tempat sidang perkara 
tindak pidana berlangsung. Dalam putusan tersebut hakim menyatakan 
pendapatnya mengenai hal-hal yang menjadi pertimbangannya dan putusan itu 
sendiri. 
Sama seperti perkara pidana lain yang memperoleh putusan hakim, 
kasus permohonan praperadilan pun juga diputus oleh hakim. Hal ini sesuai 
dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP yang selengkapnya 
berbunyi : 
Ayat (2) : “Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai 
hal sebagaimanadimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, Pasal 80, dan 
Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya. 
Ayat (3) : “Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat(2) juga memuat hal-hal sebagai berikut :  
e) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau 
penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum 
pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus membebaskan 
tersangka; 
f) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penghentian 
penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau 
penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan; 
g) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan  atau 
penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah 
besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, 
sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau 
penuntutan sah dan tersangka tidak ditahan, maka dalam 
putusan dicantumkan rehabilitasinya. 
h) Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada 
yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan 
dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan 
kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita. 
Namun berhubung dalam kasus permohonan praperadilan yang 
diajukan oleh Suprihatin Argo Santoso oleh hakim dinyatakan gugur, maka 
menurut hasil wawancara Penulis dengan Hakim Iwan Irawan, S.H, putusan 
hakim yang berupa penetapan hakim tersebut secara yuridis berakibat 
menimbulkan implikasi bagi pemohon praperadilan yang sekaligus sebagai 
tersangka tindak pidana perkosaan. Implikasi putusan hakim terhadap 
tersangka tersebut  berupa penetapan yang menyatakan bahwa permohonan 
Praperadilan dari Pemohon dinyatakan gugur, dan membebani pemohon untuk 
membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) 
Disamping itu, dikarenakan permohonan telah dinyatakan perkaranya 
menjadi gugur karena perkara pidana pokok sudah mulai disidangkan oleh 
Pengadilan Negeri Wonosari, maka berakibat perkara pokok tentang tindak 
pidana perkosaan yang disangkakan terhadap Suprihatin Argo Santoso yang 
telah disidangkan tetap dilanjutkan untuk diadakan pemeriksaan selanjutnya 
sedangkan  tersangka tetap berada dalam tahanan. 
C. Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Penyelesaian Praperadilan di 
Pengadilan Negeri Wonosari. 
Dalam wawancara yang dilakukan oleh Penulis dengan Hakim 
Pengadilan Negeri Wonosari, Bp. Iwan Irawan, S.H menyatakan bahwa dalam 
proses pemeriksaan penyelesaian Praperadilan tidak ada kendala yang berarti. 
Hal ini dikarenakan hakim dianggap mengetahui tentang hukumnya                  
( ius curia novit). Selain itu, sebelum diadakan pemeriksaan praperadilan di 
persidangan, pihak pemohon dan termohon dianjurkan untuk mematuhi 
aturan-aturan persidangan sesuai dengan hukum acara pidana. 
Namun, tidak dipungkiri bahwa terdapat hal-hal yang menjadi 
penghambat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan sesuai ketentuan Undang-
undang yang berlaku. Hambatan-hambatan tersebut, antara lain : 
1. Jangka Waktu Pemeriksaan 
Dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP dinyatakan 
bahwa dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, Hakim 
yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Pasal tersebut tidak secara jelas 
merumuskan apakah waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan itu 
berarti dihitung tiga hari sejak diregister di Kepaniteraan Pidana, atau 
dihitung tiga hari sejak berkas perkara perkara itu sampai kepada Hakim 
yang ditunjuk untuk memeriksanya.   
Selain itu, dalam Pasal 82 ayat (1) c KUHAP juga telah 
menentukan bahwa hakim diberi batas waktu selama tujuh hari untuk 
menjatuhkan putusannya. Akan tetapi, ketentuan ini tidak menjelaskan 
secara jelas kapan dihitung tenggang waktu tujuh hari tersebut. Apakah 
dihitung dari tanggal penerimaan atau dari tanggal sejak deregister 
sehingga berakibat bisa menimbulkan selisih pendapat dalam penerapan. 
Dalam praktek kadangkala terjadi suatu praperadilan diputus setelah 
melebihi jangka waktu tujuh hari. Namun sayangnya, dalam KUHAP 
tidak diatur dan dijelaskan mengenai konsekuensi hukum ataupun sanksi 
terhadap hakim yang memutus perkara praperadilan yang terlambat  
2. Adanya putusan gugur yang dijatuhkan dalam pemeriksaan Sidang 
Praperadilan. 
Apabila suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan 
Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada 
praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut menjadi gugur. Hal 
tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. 
Kalau proses peradilan yang belum selesai lalu dihentikan dan 
perkaranya menjadi gugur karena perkara pokoknya mulai disidangkan, 
maka penilaian hukum tentang pemeriksaan pendahuluan terhadap 
tersangka yang keputusannya jadi dasar pembebasan tersangka jadi 
hilang dan akibatnya tersangka tetap dalam tahanan. System peradilan 
seharusnya menjamin adanya keputusan hukum yang tuntas. Dan 
pemeriksaan perkara pidana pokok oleh pengadilan seharusnya 
menunggu selesainya pemeriksaan praperadilan, dan tidak sebaliknya 
praperadilan jadi gugur sebelum selesai.  
3. Praperadilan mempunyai Undang-undang yang lemah. 
Berkaitan dengan keberadaan Pasal 82 ayat (1) huruf d justru dapat 
melemahkan keberadaan lembaga praperadilan itu sendiri. Hal itu 
dikarenakan Pasal 82 ayat (1) huruf d tersebut malah memberikan celah 
untuk membuat gugurnya praperadilan sehingga dapat merugikan 
tersangka. Seharusnya dengan adanya putusan praperadilan dapat 
memberikan kepastian hukum terhadap tersangka, tetapi dengan 
gugurnya praperadilan justru mengingkari ketentuan hukum yang tidak 
memberikan kepastian hukum dalam suatu persidangan. Dengan adanya 
pemberhentian pemeriksaan praperadilan karena terbentur pada 
ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d tersebut secara tidak langsung dapat 
merusak citra hukum di kalangan pencari keadilan.  
 
BAB VI 
PENUTUP 
 
Berdasarkan hal-hal yang telah diraikan pada bab sebelumnya, Penulis 
akan menyajikan kesimpulan beserta saran-saran yang sesuai dengan perumusan 
masalah dari penulisan hukum ini. 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang telah 
diuraikan pada Bab III, maka pelaksanaan pemeriksaan praperadilan berkaitan 
dengan masalah penahanan bagi tersangka tindak pidana perkosaan , dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan pemeriksaan Praperadilan yang dilakukan oleh Pengadilan 
Negeri Wonosari secara normative telah sesuai dan tidak menyimpang dari 
ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya sebagaimana 
yang telah diatur dalam Pasal 77 sampai dengan pasal 82 KUHAP. 
2. Implikasi  putusan praperadilan berkaitan dengan permohonan 
praperadilan yang diajukan oleh Suprihatin Argo Santoso yang sekaligus 
sebagai tersangka tindak pidana perkosaan secara yuridis maka berakibat 
perkara pokok mengenai perkosaan yang disangkakan terhadap dirinya 
yang telah disidangkan tetap dilanjutkan untuk diadakan pemeriksaan 
selanjutnya dan tersangka pun tetap berada dalam tahanan. 
3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian Praperadilan di 
pengadilan Negeri Wonosari : 
a. Jangka Waktu Pemeriksaan 
Pasal 82 ayat (1) huruf a tidak secara jelas merumuskan apakah 
waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan itu berarti dihitung tiga 
hari sejak diregister di Kepaniteraan Pidana, atau dihitung tiga hari 
sejak berkas perkara perkara itu sampai kepada Hakim yang ditunjuk 
untuk memeriksanya.  Pasal 82 ayat (1) c KUHAP juga telah 
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menentukan bahwa hakim diberi batas waktu selama tujuh hari untuk 
menjatuhkan putusannya.  
b. Adanya putusan gugur yang dijatuhkan dalam pemeriksaan Sidang 
Praperadilan. 
Apabila suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan 
Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada 
praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut menjadi gugur. 
Sehingga berakibat tersangka tetap berada dalam tahanan..  
c. Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menghambat untuk memperoleh 
keadilan 
Keberadaan Pasal 82 ayat (1) huruf d justru dapat melemahkan 
keberadaan lembaga praperadilan dikarenakan Pasal tersebut malah 
memberikan celah untuk membuat gugurnya praperadilan sehingga 
dapat merugikan tersangka. Dengan adanya pemberhentian 
pemeriksaan praperadilan karena terbentur pada ketentuan Pasal 82 
ayat (1) huruf d tersebut secara tidak langsung dapat merusak citra 
hukum di kalangan pencari keadilan.  
B. SARAN 
1. Berkaitan dengan adanya ketentuan sistem gugur sesuai ketentuan Pasal 82 
Ayat (1) huruf d dalam proses pemeriksaan praperadilan, ketentuan 
tersebut dirasa belum sepenuhnya menjamin perlindungan  hak asasi 
manusia. Selain itu, berkaitan dengan jangka waktu pemeriksaan 
praperadilan pun juga belum diatur secara jelas sehingga  berakibat bisa 
menimbulkan selisih pendapat dalam penerapan. Oleh karena itu, Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagi hasil karya agung bangsa 
Indonesia masih memerlukan perubahan dan atau penyempurnaan, 
khususnya yang berkaitan dengan praperadilan. 
2. Kesadaran hukum masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat 
Gunungkidul pada khususnya masih perlu ditingkatkan. Sehingga 
pendidikan hukum perlu disosialisasikan ke segenap lapisan masyarakat, 
yaitu dengan cara melakukan penyuluhan atau penerangan hukum secara 
berkesinambungan. Apabila masyarakat memilki kesadaran hukum yang 
baik maka mereka diharapkan dapat semakin mengerti dan menyadari hak-
hak dan kewajibannya sebagai warga negar Indonesia. Dengan demikian, 
diharapkan tidak terjadi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh 
aparat penegak hukum.   
DAFTAR PUSTAKA 
Andi Hamzah. 2001. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika. 
Bambang Waluyo. 2000. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta : Sinar Grafika. 
Djoko Prakoso. 1985. Kedudukan Justisiabel Di Dalam KUHAP. Jakarta : Ghalia 
Indonesia. 
Erni Widhayanti. 1988. Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Di Dalam KUHAP. 
Yogyakarta : Liberty. 
H.B. Sutopo. 1993. Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta : UNS 
press 
Hari Sasongko dan Lily Rosita. 2003. Komentar Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana. Bandung : Mandar Maju. 
M. Yahya Harahap. 2000. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP 
Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan 
Kembali. Jakarta : Sinar Grafika. 
       .2000. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP 
Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta : Sinar Grafika. 
Nicongani. 1984. Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan. 
Yogyakarta : Liberty. 
Oemar Seno Adji. 1984. Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi. Jakarta : 
Erlangga. 
P.A.F. Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung : Citra 
Aditya Bakti. 
R.Subekti. 1984. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHAP. Jakarta : 
Pradinya Paramita. 
Ramdlon Naning. 1984. Himpunan Perangkat Peraturan Perundang-undangan 
Pelaksanaan KUHAP. Yogyakarta : Liberty. 
S.Tanusubroto. 1983. Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana. 
Bandung : Alumni. 
Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press 
Winarno Surakhmad. 1990. Pengantar Penelitian Ilmiah. Bandung : Tarsito. 
Wirjono Prodjodikoro. 2002. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. 
Jakarta : Refika Aditama. 
Peraturan Perundang-undangan 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
